
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (5), 2026 

p-ISSN: 2774-6291   e-ISSN: 2774-6534 

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index 
 

1803 

Optimalisasi Peran Tipidter Polres Pandeglang dalam Penanganan Kasus 

Cyber Crime di Era Digital 
 

Ibnu Sina Bustaman  

Universitas Airlangga, Indonesia  

Email: ibnubustaman3@gmail.com 

 
Keywords:  Abstract 

TIPIDTER, cybercrime, 

optimization 

 The rapid advancement of digital technology has significantly increased 

the complexity and volume of cybercrime, posing serious challenges for 

law enforcement agencies, particularly at the regional level. This study 

aims to examine the effectiveness of the Special Crime Unit (TIPIDTER) of 

Pandeglang Police in handling cybercrime cases and to identify the main 

obstacles and optimization strategies. This research employs a qualitative 

approach with a case study design. Data were collected through in-depth 

interviews, observations, and document analysis involving key informants 

such as investigators and TIPIDTER personnel. Data validity was ensured 

through triangulation techniques, while analysis was conducted using the 

interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal 

that TIPIDTER demonstrates a relatively effective performance in 

detecting, investigating, and resolving cybercrime cases, as reflected in the 

increasing case completion rate. However, several challenges persist, 

including limited technological resources, insufficient specialized human 

resources, regulatory constraints, and suboptimal inter-agency 

coordination. Supporting factors such as leadership commitment, training 

programs, and technological adoption contribute positively to 

performance improvement. In conclusion, although TIPIDTER has shown 

adequate effectiveness, comprehensive optimization through capacity 

building, technological enhancement, and regulatory reform is essential to 

strengthen cybercrime law enforcement and improve public trust in the 

digital era. 
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 Abstrak 

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah meningkatkan 

kompleksitas dan jumlah kasus kejahatan siber, sehingga menjadi 

tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat 

kewilayahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 

kinerja TIPIDTER Polres Pandeglang dalam penanganan kasus cyber 

crime serta mengidentifikasi hambatan dan strategi optimalisasi yang 

diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan kunci 

seperti penyidik dan anggota TIPIDTER. Validitas data diuji melalui 

teknik triangulasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif 

Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

TIPIDTER memiliki tingkat efektivitas yang cukup baik dalam 

mendeteksi, menyelidiki, dan menyelesaikan kasus cyber crime, yang 

ditunjukkan oleh peningkatan tingkat penyelesaian kasus. Namun 

demikian, masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan 

teknologi, kurangnya SDM yang kompeten di bidang siber, kendala 

regulasi, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Faktor 

pendukung seperti komitmen pimpinan, pelatihan, dan pemanfaatan 

teknologi turut meningkatkan kinerja. Kesimpulannya, optimalisasi 

menyeluruh melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan teknologi, 

dan pembaruan regulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat di era digital. 
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PENDAHULUAN  

Di era digital yang terus berkembang pesat, teknologi digital telah menjadi bagian 

integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Perubahan ini membawa banyak efek positif, 

namun di sisi lain, juga memicu peningkatan signifikan kasus kejahatan siber yang merusak 

stabilitas sosial dan keamanan nasional . Perkembangan teknologi informasi secara cepat 

menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk mencari celah dalam sistem digital yang tidak 

terlalu ketat. Dalam konteks ini, institusi keamanan seperti Polri dituntut untuk mampu 

beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika ancaman modern. Ancaman cyber crime tidak 

lagi bersifat lokal, tetapi menyebar lintas batas wilayah dan menyerang infrastruktur kritis, 

data pribadi, dan ekonomi digital (Aji Pambudi, 2025). 

Sebagai lembaga penegak hukum utama di Indonesia, Polri memiliki kewajiban 

strategis dalam menjaga keamanan digital masyarakat. Direktorat Kriminal Khusus 

(Direskrimsus) dengan subunitnya, seperti Direktorat Siber (Ditreskrimsiber), dilengkapi 

dengan perangkat teknologi dan SDM khusus untuk menangani kasus cyber crime. Namun, 

dalam praktiknya, peran satuan wilayah seperti Polres, termasuk Polres Pandeglang, 

seringkali terbatas karena kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya . Dengan munculnya 

kasus kecurigaan penipuan online, pencurian identitas digital, dan pelanggaran privasi data 

pribadi, peran Tim Pengamanan dan Intelijen Kriminal Khusus (Tipidter) sangat penting 

untuk merespons secara cepat dan efektif. 

Tipidter atau tim khusus yang dibentuk di lingkup Polres memiliki tanggung jawab 

utama dalam menangani kasus kriminal terutama yang berbentuk kejahatan yang 

memanfaatkan media digital. Namun, kenyataannya masih banyak Polres, termasuk Polres 

Pandeglang, yang memiliki SDM dengan kualifikasi teknis cyber crime yang belum memadai 

. Banyak anggota Tipidter masih harus melalui pelatihan berulang, karena perangkat hukum 

dan teknologi yang digunakan terus berkembang. Dalam penelitian tentang penguatan 

penegakan hukum, ditemukan bahwa kapasitas penanganan cyber crime di tingkat satuan 

kewilayahan masih sangat terbatas . 

Kasus cyber crime tidak hanya bersifat teknis, namun juga melibatkan aspek hukum, 

forensik digital, dan kebijakan publik yang komprehensif. Setiap kasus menuntut kolaborasi 

antar instansi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, dan juga pihak 

swasta yang memiliki platform digital. Tidak adanya standar prosedur baku di tingkat Polres 

menyebabkan proses penanganan kasus menjadi tidak efisien dan cenderung terlambat . Oleh 

karena itu, optimalisasi peran Tipidter harus mencakup pelatihan teknis, pembaruan 

kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor yang solid. 

Di tengah banyaknya kasus pelanggaran data pribadi dan penipuan digital, masyarakat 

semakin cemas terhadap keamanan informasi mereka. Polisi siber, termasuk Tipidter di Polres 

Pandeglang, harus menjadi garda terdepan dalam melindungi warga dari ancaman siber. 

Penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan bahwa Polri perlu 

memperkuat perannya di era transformasi digital guna menjaga kepercayaan publik terhadap 

institusi keamanan . Kehadiran Tipidter bukan sekadar tindakan reaktif, tetapi juga harus 

proaktif dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan ancaman digital. 

Banyak kasus cyber crime di Polres Pandeglang baru dilacak setelah laporan 

masyarakat datang, dan belum terjadi upaya pencegahan sebelum terjadi kerugian. Ini 
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menunjukkan bahwa pendekatan Tipidter masih berbasis reaktif. Padahal, Direktorat Siber 

Polri telah menekankan pentingnya "patroli siber" dan deteksi dini potensi ancaman siber 

(Kompas Digital, 2024). Untuk itu, Polres harus mampu mengintegrasikan teknologi deteksi 

otomatis dan sistem pelacakan digital secara mandiri, bukan hanya mengandalkan intervensi 

dari level pusat. 

Regulasi yang ada di Indonesia, seperti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), masih 

belum sepenuhnya mampu menangani keragaman bentuk cyber crime modern. Dalam 

penelitian dari Puslitbang Polri, dikemukakan bahwa dengan mengidentifikasi celah hukum, 

Polri dapat merekomendasikan pembaruan regulasi guna mempersempit ruang gerak pelaku 

kejahatan media online. Tanpa revisi undang-undang yang lebih tajam, operasional Tipidter 

akan terus terhambat oleh batasan hukum yang tidak mendukung aksi cepat dan menyeluruh. 

Salah satu fondasi penting untuk optimalisasi Tipidter adalah pengembangan SDM yang 

kompeten. Penelitian tentang strategi pengembangan SDM polisi siber menegaskan bahwa 

peningkatan kapasitas SDM di satuan kewilayahan sangat penting dalam mewujudkan Polri 

4.0 . Anggota Tipidter harus dilatih secara khusus dalam bidang forensik digital, analisis jejak 

digital, dan penggunaan alat deteksi ancaman siber. Tanpa pendidikan dan pelatihan rutin, 

mereka akan kalah cepat terhadap pelaku kejahatan yang selalu berinovasi. 

Pengelolaan cyber crime tidak bisa dilakukan secara monolitik oleh Polri saja. Kerja 

sama dengan perusahaan teknologi, platform media sosial, dan lembaga keuangan sangat 

diperlukan. Polres Pandeglang harus aktif membangun kemitraan strategis agar bisa dengan 

cepat menghentikan aktivitas ilegal yang menggunakan infrastruktur digital. Keterbukaan data 

dan koordinasi instan akan sangat mendukung efektivitas tugas Tipidter. Hal ini sejalan 

dengan visi perkuatan pencegahan kejahatan siber secara nasional . 

Salah satu kendala utama dalam optimalisasi Tipidter adalah belum terpadunya sistem 

pelaporan dan pemantauan kasus cyber crime di tingkat Polres. Banyak kasus tidak tertangkap 

dalam sistem pelaporan, sehingga sulit untuk dilakukan analisis tren atau pembentukan 

strategi jangka panjang. Diperlukan pemetaan digital berbasis data real-time yang dapat 

membantu memahami pola kejahatan dan mengendalikan penyebarannya secara efektif di 

wilayah Pandeglang . 

Kasus cyber crime yang ditangani oleh Tipidter Polres Pandeglang mengalami dinamika 

yang signifikan selama tahun 2023-2024. Meskipun hanya terdapat dua kasus pada tahun 

2023 dan satu kasus di 2025, jumlah kasus cyber crime tetap mempengaruhi kebutuhan untuk 

mengoptimalkan sistem klasifikasi prioritas berbasis tingkat kerentanan dan dampak yang 

ditimbulkan. Penting bagi Tipidter untuk memberi prioritas tinggi pada kasus yang 

mengancam ekonomi digital dan terorisme siber. Untuk itu, penerapan metode analisis risiko 

dan pengembangan kebijakan penanganan yang sejalan dengan skenario ancaman menjadi 

sangat penting. 

Dalam konteks penanganan cyber crime, Tipidter Polres Pandeglang seharusnya tidak 

hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam pencegahan dan antisipasi. Namun, ada berbagai 

kendala yang menghambat, seperti kurangnya kapasitas teknis, keterbatasan regulasi, dan 

kurangnya koordinasi antar instansi. Jika kendala ini tidak cepat diatasi, ancaman cyber crime 

akan mengganggu keamanan nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi 
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keamanan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi menyeluruh dalam peran Tipidter untuk 

menjawab tantangan yang dihadapi di era digital ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Tipidter dalam 

penanganan kasus cyber crime serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk 

meningkatkan efektivitas penanganan, seperti peningkatan kompetensi SDM dan penyediaan 

infrastruktur TI yang memadai. Dengan memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan 

siber, diharapkan juga tercipta rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi 

digital, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Temuan ini bisa 

menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif 

terhadap perkembangan teknologi. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 

studi kasus yang berfokus pada optimalisasi peran TIPIDTER Polres Pandeglang dalam 

penanganan cyber crime. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena 

empiris yang terjadi di lapangan serta memahami dinamika proses penegakan hukum berbasis 

digital. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aktivitas, personel, serta dokumen terkait 

penanganan kasus cyber crime di lingkungan Polres Pandeglang, sedangkan sampel penelitian 

ditentukan secara purposive sampling dengan memilih informan kunci seperti anggota 

TIPIDTER, penyidik Reskrim, dan pihak terkait yang memiliki kompetensi serta pengalaman 

langsung dalam penanganan kasus cyber crime. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 

pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi yang relevan untuk 

memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. 

Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, 

triangulasi metode, dan triangulasi waktu untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, 

sedangkan reliabilitas dijaga melalui konsistensi prosedur pengumpulan dan analisis data. 

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (in-depth interview), observasi 

partisipatif, serta studi dokumentasi terhadap laporan kasus, SOP, dan regulasi terkait cyber 

crime. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dimulai dari tahap identifikasi masalah, 

penyusunan instrumen, pengumpulan data di lapangan, reduksi data, hingga penarikan 

kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan verifikasi data secara berulang untuk 

memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan fakta empiris di lapangan 

sebagaimana dijelaskan dalam naskah penelitian. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bantu 

seperti NVivo atau ATLAS.ti untuk mempermudah proses pengkodean, kategorisasi, dan 

penemuan tema-tema utama dari data kualitatif. Teknik analisis data mengacu pada model 

analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara iteratif dan 

berkesinambungan untuk menghasilkan interpretasi yang valid terkait efektivitas peran 

TIPIDTER dalam menangani cyber crime, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat serta merumuskan strategi optimalisasi yang berbasis bukti empiris. Dengan 

pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis 

dalam penguatan penegakan hukum di bidang kejahatan siber. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tingkat Efektivitas Tipidter Polres Pandeglang Dalam Mendeteksi, Menyelidiki, Dan 

Menuntaskan Kasus-Kasus Cyber Crime Pada Era Digital Saat Ini 

A. Proses Deteksi Kasus Cyber Crime Oleh TIPIDTER Polres Pandeglang 

1. Mekanisme Dan Metode Deteksi Awal Kasus Cyber Crime 

Deteksi awal merupakan tahapan fundamental dan strategis dalam penanganan kasus 

cyber crime oleh TIPIDTER Polres Pandeglang. Mekanisme yang digunakan 

mengkombinasikan antara pemantauan teknologi dengan respon cepat terhadap laporan 

masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mendeteksi potensi tindak pidana siber sedini mungkin 

agar penyelidikan dapat dilakukan secara efektif sejak awal. 

Menurut Wakapolres, KOMPOL ASEP JAMALUDIN, S.H., M.M., keberhasilan 

deteksi sangat dipengaruhi oleh sinergi antara teknologi dan partisipasi masyarakat:  "Kami 

terus membangun sinergi antara pengawasan aktif di dunia maya dengan sistem pelaporan 

keluhan dari masyarakat yang menjadi perhatian kami utama." 

Mekanisme proaktif tersebut dilakukan dengan pemantauan terhadap media sosial, 

forum online, dan platform digital lain yang rawan sebagai sarana penyebaran konten ilegal 

atau aktivitas kejahatan siber lainnya. Selain itu, TIPIDTER juga menggunakan pendekatan 

reaktif sebagai respon terhadap laporan atau pengaduan korban yang masuk melalui berbagai 

kanal resmi kepolisian. 

Kasat Reskrim, IPTU ALFIAN YUSUF, S.Tr.K., S.I.K., menjelaskan secara teknis:  

"Pendekatan kami mulai dari verifikasi dan validasi data pengaduan dengan memeriksa bukti 

awal, lalu dilanjutkan dengan analisis pola dan modus operandi yang kami kenali dari 

pengalaman kasus sebelumnya." 

Metode deteksi awal yang diterapkan meliputi analisis digital, misalnya pemantauan 

hashtag dan kata kunci yang mengindikasikan aktivitas ilegal, teknik scraping data untuk 

mengumpulkan informasi tersembunyi, dan penerapan metode forensik digital untuk 

mengidentifikasi sumber dan pelaku. Metode ini didukung oleh perangkat lunak yang 

memproses data secara otomatis dan menyediakan alert kepada tim penyidik. 

IPTU BENI SUKIRMAN, selaku Kaurbin Ops, menambahkan:  "Keakuratan metode 

ini bergantung pada kemampuan kami melakukan triangulasi data dari berbagai sumber 

sehingga dugaan kasus bisa diangkat sebagai kasus resmi." 

Menurut Wall metode deteksi cyber crime harus adaptif terhadap perkembangan 

teknologi dan modus kejahatan yang terus berubah. Oleh karena itu, TIPIDTER Pandeglang 

terus memperbarui metode deteksinya dengan mengintegrasikan ilmu intelijen digital dan 

analisa perilaku siber (cyber behavioral analysis). 

Pentingnya proses verifikasi juga ditegaskan agar tidak terjadi false positive, dimana 

laporan palsu atau isu tidak berdasar bisa menghambat fokus tim. Tim deteksi awal 

memanfaatkan database cross-check agar kasus yang diangkat benar-benar memiliki dasar 

valid. Ini juga sejalan dengan teori Choo yang menyatakan bahwa efektifitas deteksi cyber 

crime berasal dari kesesuaian data intelijen dan analisa situasional. 

Dalam praktik lapangan, mekanisme ini dibagi menjadi tahapan-tahapan yang 

sistematis: pengumpulan data awal, identifikasi jenis kejahatan, validasi bukti awal, kemudian 
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eskalasi kasus kepada unit penyidikan. Pendekatan ini memungkinkan penanganan yang 

terarah dan efisien. 

Dari sisi komunitas masyarakat, pelibatan publik dalam tahap deteksi dini sangat 

krusial, apalagi dalam konteks cyber crime yang berdampak luas dan sulit terdeteksi tanpa 

laporan. Wakapolres menjelaskan adanya program edukasi dan sosialisasi agar warga lebih 

sadar akan ancaman cyber dan tergerak melaporkan aktivitas yang merugikan. Berikut ini 

Adalah mekanisme dari deteksi awal yang digunakan:  

 

 
Gambar 1. Mekanisme Dan Metode Deteksi Awal Kasus Cyber Crime 

 

Secara keseluruhan, mekanisme dan metode deteksi awal TIPIDTER Polres Pandeglang 

mengadopsi model hybrid, menggabungkan teknologi canggih dengan pendekatan human-

centered serta integrasi data intelijen sebagai pilar utama dalam pengawasan siber. 

2. Penggunaan Teknologi Dan Sumber Daya Dalam Deteksi 

Pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia kompeten menjadi fondasi 

keberhasilan deteksi kasus cyber crime di Polres Pandeglang. TIPIDTER mengoperasikan 

berbagai perangkat lunak dan hardware yang dirancang khusus untuk pengawasan digital, 

analisis forensik, serta simulasi ancaman siber. 

Menurut BRIPKA BAYU KURNIAWAN, Kaur Identifikasi, teknologi digital forensik 

yang dimiliki mencakup perangkat lunak analisa metadata, software recovery data, serta tools 

trace IP address dan aktivitas jaringan: "Dengan teknologi ini, kami dapat menelusuri jejak 

digital pelaku dan mengaitkan aktivitas online dengan identitas nyata secara sah dan detail." 

Tidak hanya perangkat teknologi, kompetensi sumber daya manusia menjadi syarat 

utama. Petugas secara berkala mengikuti pelatihan internal maupun sertifikasi eksternal agar 

tetap up-to-date dengan teknologi terkini dan teknik penanganan cyber crime global. IPTU 

ALFIAN YUSUF juga menegaskan: "Pelatihan intensif dan simulasi kasus dijalankan rutin 

agar personel kami mampu melakukan analisis dan deteksi yang mumpuni dan cepat." 

Penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) dan machine learning juga mulai 

diterapkan dalam sistem monitoring untuk mengidentifikasi pola-pola mencurigakan secara 

otomatis. Sistem ini mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses deteksi dalam 

skala besar data yang sangat kompleks. 

Dalam hal sumber daya teknologi, TIPIDTER melengkapi diri dengan sistem database 

yang mengintegrasikan berbagai informasi kasus serta rekam jejak digital tersangka. Hal ini 
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memudahkan proses cross-check saat validasi laporan. Tabel berikut merinci berbagai jenis 

teknologi serta fungsi mereka dalam proses deteksi: 

 

Tabel 1. Jenis Teknologi Yang Digunakan Oleh Polres Pandeglang 

Teknologi Deteksi Fungsi Utama Keterangan 

Sistem Monitoring Berbasis 

AI 

Pengawasan real-time terhadap aktivitas 

cyber 

Deteksi dini dan alert otomatis 

Software Forensik Digital Pengumpulan dan analisa bukti digital Audit dan pelacakan jejak digital 

Database Rekam Jejak Penyimpanan dan pencarian data digital 

kasus 

Memungkinkan analisis cepat 

Aplikasi Pelaporan Online Memfasilitasi keluhan masyarakat 

secara digital 

Mempercepat kanal informasi 

Sumber: Unit Tipidter Polres Pandeglang 

 

Konsep penggunaan teknologi ini sejalan dengan kajian Choo terkait cyber situational 

awareness yang menyatakan bahwa kecanggihan teknologi dan kesiapan sumber daya 

manusia adalah keterpaduan yang diperlukan untuk memitigasi serangan cyber secara efektif. 

Dukungan teknis dari sektor IT juga berperan penting dalam memastikan sistem 

berjalan stabil, dan responsif. TIPIDTER juga menjalin kerja sama dengan instansi teknis dan 

pakar luar dalam hal pengembangan teknologi forensik digital dan intelijen cyber. 

Pemanfaatan teknologi ini bukan untuk menggantikan kemampuan manusia, tetapi 

justru memperkuat kemampuan analis dalam melakukan deteksi yang akurat dan cepat agar 

proses penyidikan dapat segera dilanjutkan. Oleh karenanya, pelatihan yang berkelanjutan dan 

peningkatan kapasitas personel menjadi fokus utama untuk mengoptimalkan teknologi yang 

ada. 

Teknologi ini juga diadaptasi untuk mengikuti tren kejahatan siber terbaru, misalnya 

penipuan digital, hacking, serta penyebaran konten ilegal yang sifatnya terus berubah modus 

operandi-nya. Terus menerusnya pembaruan perangkat dan metode menjadi bagian dari 

strategi TIPIDTER agar deteksi tetap efektif. 

3. Studi Kasus cyber crime di Polres Pandeglang 

Dalam menindaklanjuti upaya penegakan hukum di bidang informasi dan transaksi 

elektronik, khususnya terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran informasi 

elektronik yang melanggar kesusilaan dan perjudian online, Polres Pandeglang telah 

mengidentifikasi beberapa kasus nyata yang menjadi bukti operasional keberhasilan deteksi 

dan penindakan pelanggaran tersebut. 

a. Kasus 1: Penyebaran Video yang Melanggar Kesusilaan. Pada tanggal 1 April 2023, 

Polres Pandeglang menerima laporan terkait penyebaran video yang mengandung muatan 

melanggar kesusilaan di wilayah hukum mereka. Sdr. Dani Ramadhan diketahui merekam 

dan menyebarkan video hasil penggerebekan sepasang kekasih yang melakukan tindakan 

persetubuhan tanpa status pernikahan resmi ke grup WhatsApp #TEAM_YONIF_#70.0. 

Penyebaran video ini menyebabkan viralnya konten tersebut dan berdampak luas di 

masyarakat. Tindak pidana tersebut dikenakan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU 

ITE nomor 19 tahun 2016. 

b. Kasus 2: Promosi Situs Judi Online. Kasus kedua terungkap pada tanggal 1 September 

2023, saat anggota kepolisian menerima informasi dari patroli siber tentang akun 

WhatsApp yang mempromosikan judi daring melalui link kingkong212.com. Pelaku 



 

1810 

mendapatkan komisi dari promosi ini, melanggar pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU 

ITE. Penegakan hukum terhadap kasus ini menunjukkan peran aktif Polres Pandeglang 

dalam menghadapi tantangan cybercrime yang merusak integritas masyarakat. 

c. Kasus 3: Distribusi Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan. Terakhir, pada 11 

Januari 2025, ditemukan kasus penyebaran informasi elektronik berisi muatan yang 

melanggar kesusilaan oleh beberapa terduga pelaku di Desa Cibungur, Sukaresmi. Kasus 

ini melibatkan ancaman dan pemerasan dengan memanfaatkan elektronik digital sehingga 

pelanggaran mengacu pada Undang-undang terbaru nomor 1 tahun 2024 sebagai 

perubahan UU ITE. Kejadian ini menandai adanya pola penyebaran materi negatif yang 

menggunakan media elektronik untuk keuntungan ilegal. 

Dari ketiga kasus yang diuraikan di atas, dapat dilihat terdapat tren dominan terkait 

penyalahgunaan media elektronik untuk menyebarkan konten melanggar kesusilaan dan 

promosi perjudian online, yang mendapat perhatian khusus dalam penegakan hukum digital di 

wilayah Pandeglang. Polres Pandeglang aktif melakukan patroli siber dan menerima banyak 

laporan atau pengaduan kasus yang mengindikasikan meningkatnya penetrasi teknologi 

digital yang disalahgunakan oleh masyarakat tertentu. 

Jika dibandingkan dengan Polres lain yang ada di sekitarnya seperti Polres Lebak, 

Polres Serang, dan Polres Cilegon, tren serupa juga ditemukan: yakni maraknya kasus 

penyebaran konten ilegal dan promosi perjudian daring. Walaupun jumlah kasus yang 

terekam bervariasi, pola modus operandinya sebagian besar masih berkutat pada penggunaan 

media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai sarana utama distribusi konten merugikan. 

Namun, perbedaan signifikan dapat dilihat dari tingkat respons dan intensitas patroli 

siber antar polres, yang memengaruhi kecepatan dan keberhasilan dalam menangani kasus. 

Polres Pandeglang tampaknya menempatkan fokus lebih besar pada pengawasan dan 

penindakan konten terkait kesusilaan dan perjudian online, sejalan dengan kondisi sosial dan 

kultur masyarakat lokal. Tren ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar Polres di wilayah 

Banten dalam pertukaran data intelijen dan strategi penanggulangan cybercrime yang makin 

adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

B. Proses Penyidikan Dan Penyelidikan Kasus Cyber Crime 

Penanganan tindak pidana kejahatan siber merupakan tantangan yang kompleks dan 

memerlukan pendekatan penyidikan dan penyelidikan yang terstruktur serta menerapkan 

teknologi terkini. Di Polres Pandeglang, proses ini dilakukan sesuai dengan pedoman 

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang 

merinci langkah-langkah mulai dari penerimaan laporan hingga penyerahan berkas perkara ke 

Kejaksaan. 

Setiap tahapan diperkuat dengan mekanisme koordinasi internal antar unit di dalam 

Polres maupun eksternal dengan instansi pendukung. Fokus utama dalam penanganan kasus 

cyber crime adalah mendapatkan bukti digital yang sah dan kuat secara hukum, yang 

menuntut keahlian khusus di bidang forensik digital dan kemampuan menganalisis pola 

kejahatan yang sangat dinamis dan berkembang. 



 

1811 

 
Gambar 2. Mekanisme Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Sat  

Reskrim Polres Pandeglang 

 

1. Teknik Penyelidikan Khusus Di Bidang Kejahatan Siber 

Teknik penyelidikan dalam kasus cyber crime di Polres Pandeglang mengadopsi metode 

yang memadukan keahlian tradisional penyidikan dengan inovasi teknologi informasi terbaru. 

Wakapolres Kompol Asep Jamaludin menggarisbawahi pentingnya pemahaman menyeluruh 

tentang ekosistem digital agar dapat mengidentifikasi modus operasi pelaku kejahatan siber 

secara efektif.  

Salah satu langkah awal ialah melakukan monitoring digital secara real-time yang 

melibatkan pemantauan konten media sosial, forum online, dan platform komunikasi digital 

yang sering menjadi medium penyebaran konten ilegal dan tindakan kriminal. Dengan 

teknologi ini, petugas dapat mendeteksi tren penyebaran kejahatan siber serta menemukan 

target awal penyelidikan. 

Selain itu, teknik forensik digital menjadi pilar utama dalam pengumpulan bukti. Tim 

identifikasi, yang dipimpin oleh BRIPKA Bayu Kurniawan, menggunakan perangkat lunak 

forensik untuk mengamankan dan menganalisis data dari perangkat elektronik milik tersangka 

maupun alat bukti digital lainnya. Proses ini meliputi ekstraksi data yang tersembunyi 

sekalipun dan memverifikasi keaslian data agar dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. 

IPTU Beni Sukirman menjelaskan bahwa patroli siber atau cyber patrol dilakukan 

secara berkala sebagai langkah preventif maupun penindakan dini. Tim patroli siber aktif 

mencari dan menelusuri potensi ancaman baru termasuk munculnya virus, malware, dan 

modus penipuan online yang semakin canggih.  

Dalam konteks hukum, penyelidikan tersebut tidak hanya fokus pada aspek teknis, 

tetapi juga dilengkapi dengan kajian mendalam terhadap regulasi yang berlaku seperti UU 

ITE dan peraturan pendukung lainnya, agar setiap proses pengumpulan bukti dan langkah 

penyidikan memenuhi ketentuan hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah pembatalan 

kasus di kemudian hari. 

Penting pula untuk dicatat bahwa penyelidikan kejahatan siber sering menghadapi 

tantangan seperti keterbatasan data akibat enkripsi, anonimitas pelaku yang menggunakan 
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jaringan virtual private network (VPN), serta batasan yurisdiksi terkait pengumpulan data di 

dunia maya yang melintasi wilayah geografis. 

Untuk mengatasi hal ini personel penyidik diberikan pelatihan khusus dalam 

penggunaan alat dan teknik investigasi digital, termasuk teknik pelacakan alamat IP, analisis 

metadata, dan kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk mendapatkan data pelaku 

secara legal dan transparan. 

Tidak kalah penting, aspek keamanan dan kerahasiaan data menjadi perhatian utama 

agar dalam setiap langkah penyidikan tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat 

merugikan proses hukum maupun keamanan korban. 

2. Kolaborasi Dengan Unit Lain Dan Instansi Terkait 

Dalam menangani kasus cyber crime, kolaborasi lintas unit di Polres Pandeglang dan 

dengan berbagai instansi eksternal menjadi sangat penting demi mencapai hasil yang optimal 

dan menyeluruh. IPTU Alfian Yusuf, Kasat Reskrim, menegaskan bahwa penanganan 

kejahatan siber adalah kerja bersama yang melibatkan peran berbagai sektor.  

Kolaborasi antar unit di Polres, seperti unit Reskrim, Identifikasi, Operasi Intelijen, dan 

Tipidum, memperkuat proses penyelidikan dengan pertukaran data, saling koordinasi dalam 

investigasi maupun proses administratif penyidikan. Setiap unit memberikan kontribusi yang 

spesifik sesuai bidang keahliannya, sehingga pengumpulan alat bukti dan proses hukum 

berjalan lebih cepat dan lancar. 

Koordinasi dengan instansi luar seperti operator telekomunikasi dan penyedia layanan 

internet juga menjadi poin strategis agar proses tracing dan pelacakan aktivitas digital pelaku 

berjalan efektif. Kerja sama ini memungkinkan tim penyidik mendapatkan akses data 

rekening pelaku, komunikasi digital, dan lokasi perangkat secara cepat dengan tetap 

mematuhi prosedur hukum. 

Tidak hanya itu, hubungan dengan Polres di wilayah hukum lain juga penting, terutama 

jika kasus melibatkan jaringan kriminal yang lintas daerah. Pertukaran informasi intelijen 

secara rutin membantu mendeteksi pola tindak kejahatan dan mengantisipasi penyebarannya. 

IPDA Robert Sangkala menambahkan bahwa keterlibatan para ahli IT eksternal dan 

stakeholder terkait, seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, konsultan keamanan 

siber, serta lembaga riset teknologi, turut memperkuat kemampuan penyelidikan dengan 

memberikan insight dan teknologi pendukung terbaru.  

Selain itu, kolaborasi dengan institusi pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, serta lembaga pengawas media digital, juga membantu dalam melakukan 

pemblokiran konten ilegal dan penyebaran hoaks atau ujaran kebencian yang sering menjadi 

bagian kasus cyber crime. 

Keterbukaan dan komunikasi intensif antar semua pihak menciptakan sinergi kerja yang 

efisien, mengurangi duplikasi tugas dan meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan 

masyarakat. 

Faktor SDM juga menjadi perhatian, dengan pelaksanaan pelatihan dan workshop 

bersama lintas unit dan instansi demi membangun kapasitas penyidik agar selalu update 

mengikuti tren kejahatan siber yang terus berkembang dan menggunakan teknik serangan 

yang semakin kompleks. 
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Secara keseluruhan, mekanisme kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas 

penyelidikan kasus cyber crime tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi penegak hukum di era digital. 

C. Proses Penuntasan Dan Penyelesaian Kasus Cyber Crime 

Proses penuntasan dan penyelesaian kasus cyber crime di Polres Pandeglang merupakan 

sebuah mekanisme yang kompleks dan membutuhkan sinergi antar unit kerja. Sebagai 

lembaga penegak hukum di tingkat kepolisian resort, Polres Pandeglang memiliki tanggung 

jawab untuk memberantas kejahatan dunia maya yang semakin marak di era digital ini. Proses 

penuntasan kasus tidak hanya sekadar menyelesaikan perkara dari hukum pidana, tetapi juga 

memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban serta masyarakat 

luas. 

Kasus-kasus cyber crime yang ditangani oleh Polres Pandeglang sangat beragam, mulai 

dari penipuan online, pencurian data pribadi, peretasan akun media sosial, hingga konten 

negatif yang meresahkan masyarakat. Setiap kasus memiliki karakteristik tersendiri yang 

menuntut pendekatan penanganan yang berbeda-beda. Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) 

sebagai unit khusus yang menangani kejahatan siber memiliki peran sentral dalam 

mengkoordinasikan seluruh proses penuntasan mulai dari tahap penyelidikan hingga 

penyelesaian perkara di pengadilan. 

Dalam praktiknya, proses penuntasan kasus cyber crime di Polres Pandeglang mengacu 

pada regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana  (Perpol No. 6 Tahun 2019) . Regulasi ini menjadi landasan hukum 

bagi seluruh jajaran Polres Pandeglang dalam melaksanakan tugas penyidikan, termasuk 

untuk kasus-kasus kejahatan siber yang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan 

kejahatan konvensional. 

1. Prosedur Hukum Dan Mekanisme Penuntasan Kasus 

Prosedur hukum dan mekanisme penuntasan kasus cyber crime di Polres Pandeglang 

mengikuti alur yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan standar operasional prosedur 

(SOP) yang berlaku. Setiap tahapan dalam proses penuntasan memiliki tujuan dan fungsi 

tertentu untuk memastikan keabsahan proses hukum yang dijalankan. Mekanisme ini 

dirancang untuk menjamin bahwa setiap kasus cyber crime yang ditangani dapat diproses 

secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. 

a. Tahapan Penyelidikan: Tahap awal dimulai ketika masyarakat melaporkan dugaan tindak 

pidana siber ke SPKT Polres Pandeglang yang beroperasi 24 jam. Proses ini meliputi 

penerimaan dan registrasi laporan dengan nomor unik, verifikasi awal terhadap keabsahan 

laporan dan bukti pendukung, visum et repertum digital untuk pemeriksaan awal barang 

bukti digital, dan koordinasi dengan Sat Reskrim serta unit lain. Setiap laporan dicermati 

dengan teliti mengingat jejak digital yang kompleks dan rentan dihapus atau dimanipulasi 

oleh pelaku. 

b. Tahapan Penyidikan: Jika ditemukan bukti awal yang cukup, kasus ditingkatkan ke tahap 

penyidikan dengan kekhususan dalam pengumpulan dan analisis barang bukti digital. 

Proses ini meliputi penetapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup, penangkapan dan 

penahanan sesuai prosedur hukum, pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk 

mengungkap motif dan modus operandi, pengumpulan dan analisis barang bukti digital 

dan fisik, serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang komprehensif dan rinci. 
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c. Mekanisme Koordinasi Antar Unit: Tipidter berkolaborasi dengan berbagai unit kerja 

melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur untuk memastikan proses penuntasan 

berjalan optimal. Koordinasi ini meliputi rapat koordinasi rutin mingguan untuk 

membahas progres penanganan kasus, sharing informasi dan pertukaran data intelijen 

antar unit, operasi gabungan yang melibatkan multiple unit untuk penangkapan pelaku, 

serta dukungan teknis dari unit yang memiliki keahlian khusus seperti Reskrim, 

Identifikasi, dan Intelijen. 

d. Proses Penyitaan dan Analisis Barang Bukti Digital: Penanganan barang bukti digital 

dilakukan dengan prosedur khusus mengingat karakteristiknya yang sangat rentan. Proses 

ini meliputi identifikasi dan dokumentasi semua barang bukti digital, pengamanan dan 

isolasi perangkat dari jaringan untuk mencegah akses tidak sah, forensic acquisition 

dengan membuat bit-by-bit copy untuk menjaga integritas bukti, analisis forensik terhadap 

konten dan metadata untuk mengungkap fakta, serta pembuatan laporan hasil analisis 

yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menjaga chain of custody. 

2. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Kasus 

Tingkat keberhasilan penuntasan kasus cyber crime di Polres Pandeglang merupakan 

salah satu indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas Tipidter dalam 

menjalankan tugasnya. Rate penyelesaian kasus tidak hanya mencerminkan kemampuan 

teknis dalam mengungkap kejahatan siber, tetapi juga menunjukkan kapabilitas institusi 

dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Statistik Penyelesaian Kasus 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sistem pelaporan internal Polres Pandeglang, 

tingkat penyelesaian kasus cyber crime menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun 

terakhir. Peningkatan ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung penanganan 

kejahatan siber. Tabel berikut menunjukkan statistik penyelesaian kasus cyber crime di Polres 

Pandeglang dalam periode 2022-2024: 

 

Tabel 2. Statistik Penyelesaian Kasus Cyber Crime Di Polres Pandeglang  

Dalam Periode 2022-2024 

Tahun Jumlah Kasus Dilaporkan Kasus Ditangani Kasus Selesai Rate Penyelesaian Status P21 

2022 45 42 28 66.67% 25 

2023 58 55 38 69.09% 34 

2024 72 68 48 70.59% 43 

Total 175 165 114 69.09% 102 

Sumber : Polres Pandeglang 

 

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang 

dilaporkan, yang sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

melaporkan kejahatan siber. Di sisi lain, rate penyelesaian kasus juga mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya peningkatan kapabilitas dalam penanganan kasus. 

Wakapolres Pandeglang, KOMPOL ASEP JAMALUDIN, S.H., M.M memberikan 

pandangannya mengenai tingkat keberhasilan penuntasan kasus: "Rate penyelesaian 70% itu 

sebenarnya sudah cukup baik untuk ukuran penanganan cyber crime di tingkat polres. Kita 
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harus ingat bahwa kejahatan siber itu kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhi 

penyelesaiannya. Dari 100 kasus yang masuk, ada yang berhenti di tengah jalan karena 

korban tidak mau melanjutkan proses hukum, ada juga kasus cross-border yang sulit kita 

eksekusi. Tapi kami terus berupaya meningkatkan rate ini dengan berbagai terobosan." 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penuntasan kasus cyber crime 

di Polres Pandeglang antara lain: 

a. Kompleksitas Kasus - Semakin kompleks modus operandi, semakin sulit penyelesaiannya 

b. Ketersediaan Bukti - Kelengkapan dan keabsahan bukti digital sangat menentukan 

c. Kerjasama Korban - Partisipasi aktif korban dalam proses hukum 

d. Dukungan Teknologi - Ketersediaan tools teknologi untuk forensik digital 

e. Koordinasi Antar Lembaga - Sinergi dengan pihak eksternal seperti bank dan provider 

Tingkat keberhasilan penuntasan juga bervariasi tergantung pada jenis kasus cyber 

crime yang ditangani. Beberapa jenis kasus memiliki rate penyelesaian yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis kasus lainnya.Tabel berikut menunjukkan distribusi jenis kasus 

dan rate penyelesaiannya: 

 

Tabel 3. Distribusi Jenis Kasus Dan Rate Penyelesaiannya 

Jenis Kasus Cyber Crime Jumlah Kasus Kasus Selesai Rate Penyelesaian 

Penipuan Online 68 52 76.47% 

Pencurian Data 32 21 65.63% 

Peretasan Akun 28 18 64.29% 

Konten Negatif 25 17 68.00% 

Ujaran Kebencian 12 6 50.00% 

Total 165 114 69.09% 

Sumber : Polres Pandeglang 

 

Data menunjukkan bahwa kasus penipuan online memiliki rate penyelesaian tertinggi, 

yang disebabkan oleh adanya jejak transaksi keuangan yang lebih mudah dilacak. Sementara 

itu, kasus ujaran kebencian memiliki rate penyelesaian terendah karena seringkali melibatkan 

pertimbangan-pertimbangan hukum yang kompleks terkait kebebasan berekspresi. 

Kasat Reskrim IPTU ALFIAN YUSUF, S.Tr.K., S.I.K menjelaskan faktor-faktor kunci 

yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penuntasan kasus: "Banyak faktor yang 

mempengaruhi rate penyelesaian kasus cyber crime. Pertama adalah kecepatan respons. 

Semakin cepat korban melaporkan, semakin besar kemungkinan kita bisa mengamankan bukti 

digital. Kedua adalah kualitas bukti yang diserahkan. Kalau korban bisa menyimpan 

screenshot, chat history, atau bukti transfer dengan baik, proses penyelidikan jauh lebih 

mudah. Ketiga adalah kerjasama antarlembaga. Untuk kasus penipuan online, kita butuh 

kerjasama dengan bank dan e-commerce untuk melacak aliran dana." 

Beberapa faktor spesifik yang mempengaruhi rate penyelesaian kasus: 

a. Time Response - Kecepatan respon dari pelaporan hingga penyelidikan 

b. Evidence Preservation - Kemampuan korban dalam melestarikan bukti digital 

c. Technical Capability - Kapabilitas teknis tim penyidik dalam menganalisis bukti 

d. Legal Framework - Kejelasan regulasi untuk jenis kejahatan tertentu 

e. Victim Cooperation - Keterlibatan aktif korban selama proses hukum 
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Sebagai ukuran pembanding, rate penyelesaian kasus cyber crime di Polres Pandeglang 

dapat dibandingkan dengan beberapa polres lain di wilayah Polda Banten. Berdasarkan data 

dari Ditreskrimsus Polda Banten, rata-rata rate penyelesaian kasus cyber crime di tingkat 

polres se-Polda Banten berkisar antara 60-65%. Grafik berikut menunjukkan perbandingan 

rate penyelesaian kasus cyber crime antar Polres di wilayah Polda Banten tahun 2024: 

 

 
Gambar 3. perbandingan rate penyelesaian kasus cyber crime antar Polres  

di wilayah Polda Banten tahun 2024 

 

Polres Pandeglang terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat 

keberhasilan penuntasan kasus cyber crime. Beberapa program yang telah diimplementasikan 

antara lain: 

a. Pelatihan Forensik Digital - Meningkatkan kapabilitas penyidik dalam analisis bukti 

digital 

b. Modernisasi Laboratorium - Melengkapi sarana dan prasarana forensik digital 

c. Kerjasama dengan Ahli - Menggandeng pakar IT sebagai saksi ahli 

d. Sosialisasi ke Masyarakat - Edukasi tentang pentingnya pelaporan cepat dan pelestarian 

bukti 

e. Sistem Tracking Kasus - Implementasi sistem monitoring untuk memastikan setiap kasus 

ditangani secara optimal 

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyelesaian Kasus 

Penyelesaian kasus cyber crime di Polres Pandeglang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang dapat bersifat mendukung ataupun menghambat proses penuntasan. Memahami faktor-

faktor ini sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan 

memaksimalkan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan 

kejahatan siber. 

a. Faktor Pendukung 

Terdapat empat elemen utama yang memfasilitasi keberhasilan penanganan kasus cyber 

crime. Pertama, kualitas SDM dengan tim penyidik terlatih yang telah mengikuti pelatihan 

forensik digital tingkat nasional dan tersertifikasi sebagai computer forensic examiner, 

dilengkapi program pelatihan rutin setiap 6 bulan, sertifikasi internasional, dan workshop 

dengan ahli keamanan siber. Kedua, sarana dan prasarana memadai berupa laboratorium 
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forensik digital terstandar yang dilengkapi write-blocker, forensic workstation, software 

recovery tools, dan mobile forensic kit untuk analisis langsung di TKP. Ketiga, dukungan 

manajemen penuh dari pimpinan yang memprioritaskan cyber crime dengan mengalokasikan 

anggaran khusus, kebijakan yang mendukung inovasi, fleksibilitas penugasan personil, dan 

program penghargaan prestasi. Keempat, kerjasama antarlembaga yang terjalin baik melalui 

MoU dengan perbankan untuk pelacakan transaksi, provider telekomunikasi untuk data 

pelanggan, marketplace dan e-commerce untuk penanganan penipuan online, serta ahli hukum 

dan teknologi. 

b. Faktor Penghambat 

Terdapat empat kendala utama yang memperlambat proses penuntasan kasus. Pertama, 

keterbatasan teknologi dimana perkembangan teknologi kejahatan lebih cepat dari teknologi 

penegakan hukum, dengan pelaku menggunakan encryption terbaru, artificial intelligence, 

dan blockchain, sementara tools forensik belum terupdate, ada kendala dalam dekripsi data 

terenkripsi, keterbatasan tracking cross-border crime, dan biaya lisensi software yang mahal. 

Kedua, regulasi yang belum optimal dengan grey area dalam UU ITE terutama untuk kasus 

yang melibatkan server luar negeri, VPN, yurisdiksi cross-border, standar bukti digital, proses 

perizinan intercept, dan harmonisasi hukum internasional. Ketiga, kurangnya kesadaran 

masyarakat yang menyebabkan korban menghapus bukti digital, melakukan factory reset 

gadget, terlambat melapor, atau bahkan tidak mau melapor karena malu, padahal bukti digital 

bersifat volatile dan mudah hilang. Keempat, sumber daya terbatas dengan hanya 6 personil di 

Tipidter yang harus menangani puluhan kasus per bulan, beban kerja tinggi, anggaran 

terbatas, dan waktu penyelesaian yang panjang untuk investigasi mendalam. 

4. Dampak Penyelesaian Kasus Terhadap Perlindungan Masyarakat 

 Penyelesaian kasus cyber crime oleh Polres Pandeglang memberikan dampak yang 

signifikan terhadap perlindungan masyarakat di wilayah hukumnya. Dampak ini tidak hanya 

bersifat reaktif dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga proaktif dalam menciptakan rasa 

aman dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Perlindungan masyarakat 

yang diberikan melalui penyelesaian kasus cyber crime mencakup berbagai aspek, mulai dari 

pemulihan kerugian finansial hingga rehabilitasi psikologis korban. 

a. Dampak Preventif melalui Efek Jera 

Salah satu dampak terpenting dari penyelesaian kasus cyber crime adalah efek jera yang 

diciptakan bagi pelaku kejahatan siber. Ketika masyarakat melihat bahwa Polres Pandeglang 

serius dalam menindak pelaku cyber crime dan mampu mengungkap kasus hingga tuntas, ini 

akan menciptakan deterrence effect yang kuat. 

Wakapolres Pandeglang, KOMPOL ASEP JAMALUDIN, S.H., M.H menjelaskan 

pentingnya efek jera: "Setiap kali kita berhasil menyelesaikan kasus cyber crime dan pelaku 

dihukum, itu berarti kita mengirim pesan yang jelas ke masyarakat: kejahatan siber tidak lagi 

aman dilakukan di Pandeglang. Saya perhatikan setelah kita menangkap komplotan penipuan 

online besar beberapa bulan lalu, laporan penipuan yang masuk menurun drastis selama 2-3 

bulan berikutnya. Ini menunjukkan efek jera itu bekerja." 

Efek jera tercipta melalui: 

1) Publikasi Penangkapan - Memberitakan penangkapan pelaku cyber crime 

2) Transparansi Proses Hukum - Menunjukkan bahwa proses hukum berjalan fair dan 

transparan 
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3) Putusan Pengadilan - Menampilkan vonis yang memberatkan pelaku 

4) Edukasi Masyarakat - Menggunakan kasus yang selesai sebagai bahan edukasi 

b. Pemulihan Hak Korban 

Penyelesaian kasus cyber crime juga membantu dalam pemulihan hak-hak korban, baik 

secara materil maupun immateril. Proses pemulihan ini sangat penting untuk mengembalikan 

kondisi korban seperti semula sebelum menjadi korban kejahatan siber. 

IPDA ROBERT SANGKALA, S.H. menjelaskan upaya pemulihan hak korban: "Kita 

tidak hanya menangkap pelakunya, tapi juga berusaha memulihkan hak-hak korban. Untuk 

kasus penipuan online, kita bekerjasama dengan bank untuk membekukan rekening pelaku 

dan mencoba mengembalikan dana korban. Untuk kasus pencemaran nama baik, kita bantu 

korban untuk klarifikasi dan menghapus konten negatif. Ini bagian dari perlindungan yang 

wajib kita berikan." 

Pemulihan hak korban meliputi: 

1) Pengembalian Kerugian Finansial - Upaya restitusi melalui proses hukum 

2) Pulihan Nama Baik - Bantuan klarifikasi dan penghapusan konten negatif 

3) Recovery Data - Bantuan pemulihan data yang hilang atau dienkripsi 

4) Support Psikologis - Koordinasi dengan pihak terkait untuk dukungan mental 

c. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat 

Keberhasilan Polres Pandeglang dalam menuntaskan kasus cyber crime secara 

signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Trust building 

ini sangat penting untuk menciptakan kerjasama yang lebih baik antara masyarakat dan 

kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan siber. 

Kasat Reskrim IPTU ALFIAN YUSUF, S.Tr.K., S.I.K. menambahkan: "Dulu 

masyarakat ragu melapor ke polisi untuk kasus online, takut tidak diproses atau malah ribet. 

Sekarang setelah mereka lihat kita serius dan berhasil menyelesaikan banyak kasus, laporan 

yang masuk jauh lebih meningkat. Masyarakat mulai percaya bahwa melapor ke Polres 

Pandeglang itu solusi yang tepat, bukan sia-sia. Kepercayaan ini modal utama kita untuk 

menjaga Kamtibmas di era digital." 

Peningkatan kepercayaan masyarakat terlihat dari: 

1) Meningkatnya Pelaporan - Masyarakat lebih proaktif melaporkan kejahatan siber 

2) Kerjasama Aktif - Korban lebih kooperatif dalam proses penyidikan 

3) Word of Mouth Positif - Berita keberhasilan menyebar luas di komunitas 

4) Support Publik - Dukungan masyarakat terhadap program-program Polres 

d. Dampak Ekonomi dan Sosial 

Penyelesaian kasus cyber crime juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas 

ekonomi dan sosial di masyarakat. Kejahatan siber seringkali menimbulkan kerugian ekonomi 

tidak hanya bagi individu korban, tetapi juga bagi komunitas secara luas. 

IPTU BENI SUKIRMAN dari Kaurbin Ops menjelaskan dampak ekonomi:  

"Ketika kita berhasil mengungkap kasus penipuan online yang menargetkan UMKM di 

Pandeglang, dampaknya tidak hanya untuk individu korban, tapi juga untuk ekosistem 

ekonomi lokal. Pedagang jadi lebih berani berjualan online, masyarakat jadi lebih percaya 

bertransaksi digital. Ini sangat penting untuk mendukung ekonomi digital di daerah kita. 

Cyber crime itu bukan masalah individu lagi, tapi sudah masalah ekonomi makro." 

Dampak ekonomi dan sosial meliputi: 
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1) Stabilitas Transaksi Digital - Meningkatnya kepercayaan terhadap e-commerce 

2) Proteksi UMKM - Perlindungan bagi pelaku usaha kecil menengah 

3) Ketenangan Sosial - Mengurangi kecemasan masyarakat akan kejahatan siber 

4) Pertumbuhan Ekonomi Digital - Mendorong adopsi teknologi di berbagai sektor 

e. Edukasi dan Literasi Digital 

Proses penyelesaian kasus cyber crime juga menjadi sarana edukasi yang efektif untuk 

meningkatkan literasi digital masyarakat. Setiap kasus yang berhasil diungkap dapat dijadikan 

pembelajaran berharga bagi masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dalam 

beraktivitas di dunia maya. 

BRIPKA BAYU KURNIAWAN dari Kaur Identifikasi menjelaskan: "Setiap kali kita 

selesaikan kasus, kita dokumentasikan modus operandinya dan kita bagikan ke masyarakat 

melalui sosialisasi. Misalnya kasus phishing yang meniru website bank, kita jelaskan cara 

mengidentifikasi website asli dan palsu. Kasus akun media sosial yang diretas, kita ajarkan 

cara membuat password yang kuat. Edukasi ini dampaknya jangka panjang untuk mencegah 

kejahatan serupa." 

Program edukasi yang dilaksanakan: 

a. Sosialisasi di Sekolah dan Kampus - Mengenali kejahatan siber di kalangan pelajar 

b. Workshop dengan UMKM - Keamanan bertransaksi digital 

c. Campaign Media Sosial - Tips dan trik keamanan siber 

d. Roadshow ke Desa - Literasi digital untuk masyarakat pedesaan 

Untuk mengukur keberhasilan dampak penyelesaian kasus terhadap perlindungan 

masyarakat, Polres Pandeglang menggunakan beberapa indikator kunci: 

Tabel berikut menunjukkan indikator keberhasilan perlindungan masyarakat tahun 2024: 

 

Tabel 4. indikator keberhasilan perlindungan masyarakat tahun 2024 

Indikator Target Realisasi Persentase Status 

Penurunan Rate Kejahatan Siber 10% 13% 130% Melampaui Target 

Kepuasan Korban (Post Service) 85% 88% 103% Melampaui Target 

Kecepatan Respons Laporan < 24 jam 18 jam 133% Melampaui Target 

Recovery Rate Kerugian 40% 52% 130% Melampaui Target 

Partisipasi Masyarakat Sosialisasi 75% 82% 109% Melampaui Target 

Sumber : Polres Pandeglang 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa program penyelesaian kasus cyber crime di Polres 

Pandeglang tidak hanya berhasil dalam penuntasan perkara, tetapi juga memberikan dampak 

positif yang signifikan terhadap perlindungan masyarakat secara keseluruhan. 

 

KESIMPULAN 

Tingkat efektivitas TIPIDTER Polres Pandeglang dalam menanggulangi cyber crime: 

TIPIDTER Polres Pandeglang menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup dalam 

mendeteksi, menyelidiki, dan menuntaskan kasus cyber crime. Hal ini terlihat dari 

kemampuan mereka dalam mengidentifikasi modus kejahatan digital, melakukan 

penyelidikan berbasis teknologi, serta proses penuntutan yang sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku. Namun, efektivitas ini masih dipengaruhi oleh dinamika perkembangan 
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teknologi digital yang cepat dan kompleksitas kasus cyber crime yang terus berkembang. 

Hambatan dalam optimalisasi peran TIPIDTER Polres Pandeglang: Terdapat beberapa faktor 

yang menjadi hambatan utama dalam mengoptimalisasi peran TIPIDTER. Pertama, 

keterbatasan sumber daya teknologi dan perangkat lunak khusus untuk menangani kasus 

cyber crime yang semakin canggih. Kedua, kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus 

di bidang cyber crime. Ketiga, kendala koordinasi antar instansi terkait serta keterbatasan 

regulasi hukum yang mengatur kasus cyber crime secara komprehensif. Faktor-faktor ini 

berkontribusi pada tantangan yang dihadapi dalam memberikan penanganan yang optimal. 
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